
                                                                  

 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 
PROVINSI LAMPUNG   

 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH 

NOMOR  08  TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  ORGANISASI, TUGAS POKOK, 

FUNGSI DAN TATA KERJA  PERANGKAT DAERAH   
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah, perlu melakukan perubahan 
terhadap Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang   
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 
34 Tahun 2016 tentang   Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Tengah.   

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



 
 

 

  

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 

tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1437); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 

Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah  Tahun 2016 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah Nomor 6). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. 

 



 
 

 

  

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 
2016 tentang   Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, 
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020, diubah sebagai berikut:  

1. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

“Pasal 100 

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan 
Retribusi Daerah, terdiri dari : 

a. Kepala Badan. 

b. Sekretariat, membawahi : 
1. Subbag Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbag Keuangan ; 
3. Subbag Perencanaan dan Evaluasi. 

c. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahi : 

1. Sub Bidang Pendataan dan penilaian PBB;  
2. Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB; 
3. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya. 

d. Bidang Penetapan dan Penyuluhan membawahi : 
1. Sub Bidang Penetapan; 

2. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan; 
3. Sub Bidang Penyuluhan. 

e. Bidang Penagihan dan Pengawasan membawahi: 

1. Sub Bidang Penagihan;  
2. Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan; 

3. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penindakan. 

f. Bidang Pengembangan,Pengolahan Data dan Pelaporan 
membawahi: 

1. Sub Bidang Analisis dan Pengembangan Potensi  
PAD; 

2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan  

Teknologi Informasi; 
3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Badan; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 119.A diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 

Pasal 119.A 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka 

pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 12, 
48, 78, 81, 94, 97 dan Pasal 100 tetap melaksanakan 
tugasnya dan berhak atas keuangan dan kepegawaian sesuai 

dengan jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat baru 



 
 

 

  

atau ditunjuk pelaksana tugas jabatan berdasarkan Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

 
         Ditetapkan di Gunung Sugih 
         pada tanggal 02 Februari 2021 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 
 

                           ttd 

 
 

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO 
 

Diundangkan di Gunung Sugih 

pada tanggal 02 Februari   2021 
        SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
 
                      ttd   

                                
                 N I R L A N 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 08   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  : Peraturan Bupati   Lampung Tengah 

  Nomor : 08 Tahun 2021 

  Tanggal : 02 Februari  2021 

  BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN 
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (TIPE A) 

 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 
 
 
 

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO 

KEPALA BADAN 

SUBBAG  
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUBBAG  
KEUANGAN  

SEKRETARIAT 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

SUBBAG 

PERENCANAAN DAN 
EVALUASI 

 

SUB BIDANG  
PENETAPAN 

SUB BIDANG 
KEBERATAN DAN PENGURANGAN 

 

 BIDANG 
PENETAPAN DAN PENYULUHAN 

SUB BIDANG 
 PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB 

  

 

BIDANG  
PENDATAAN DAN PENILAIAN 

  

 BIDANG 
PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN DATA 

DAN PELAPORAN 

SUB BIDANG 
ANALISIS DAN PENGEMBANGAN 

POTENSI PAD 
 
   

SUB BIDANG 
PENGOLAHAN DATA DAN 

PENGEMBANGAN TI 
 

SUB BIDANG 
PENAGIHAN 

SUB BIDANG 
MONITORING DAN PENGAWASAN 

 

BIDANG 
PENAGIHAN DAN PENGAWASAN 

  

SUB BIDANG 
PENDATAAN DAN VERIFIKASI 

BPHTB 
  

SUB BIDANG 
PENYULUHAN 

 

SUB BIDANG  
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

 

SUB BIDANG 
 PEMERIKSAAN DAN PENINDAKAN 

SUB BIDANG 
PENDATAAN PAJAK DAERAH 

LAINNYA 
  

 UNIT PELAKSANA TEKNIS 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 


